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GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR /{5 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERIL
DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR
PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA

Menimbang

KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

a. bahwa Penyelenggara Angkutan Umum wajib berbadan

hukum Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014
tentang Angkutan Jalan;

bahwa untuk mendorong ketaatan para pemilik
kendaraan umum terhadap Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan dengan mempertimbangkan masa
transisi berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Pasal 125
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014, angkutan
umum dengan pemilik berbadan hukum Indonesia perlu
diberi insentif pajak, khususnya Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 36 Tahun 2016
tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar
Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016; [



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat [ Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1649);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5594);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016
tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 434); |
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR
36 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016.

Pasal I

Ketentuan Pasal 10 dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor

36 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016 (Berita

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 36), diubah dengan

menambah ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

(4)

(S)

Pasal 10

Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang
ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang
ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-
KB atau NJKB.
Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang
ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang
ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-
KB atau NJKB.
Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan
umum orang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (4) hanya diberikan kepada angkutan umum orang dan
barang yang dimiliki:
a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) dan Koperasi; L



b. Badan Usaha Swasta Nasional dan perorangan WNI yang izin
penyelenggaraan angkutan umumnya dikeluarkan sebelum tanggal 14
Oktober 2014 hingga berakhir masa berlakunya izin; dan

c. Perseroan Terbatas yang izin penyelenggaraan angkutan umumnya
dikeluarkan pada tanggal 14 Oktober 2014 dan setelah tanggal 14
Oktober 2014.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
padg +eTiggnh {6 Movemeer 2016 Z

l»{ GHBERNUR N(:PSA TENGGARA TIMUR,

Diundangkan di Kupang
pada tanggal |¢ vanemPe 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,N‘
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BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR



